
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG 
PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN 

DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOYOLALI,

bahwa implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) telah berdampak terhadap perlambatan 

pertumbuhan ekonomi dan memburuknya sistem 

keuangan }rang ditunjukkan dengan penurunan 

berbagai aktivitas ekonomi;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 
8 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka 

perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 

Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi 
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten 

Boyolali Tahun 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Boyolali Tahun 

2020;
Mengingat.......
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Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5950);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 648);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 

2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 176);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Nomor 134);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara ^ 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan.....
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pen atau sah aan Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 
68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penatau sahaan Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali 
(Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 
68);

15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 30);

16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 50 Tahun 2018
tentang Uraian Tugas Jabatan pada Badan Keuangan 
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2018 Nomor 50);

17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2019
tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Boyolali Tahun 
2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 

Nomor 75);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG 
PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BOYOLALI 
TAHUN 2020. H

Pasal I.
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Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 75 Tahun 2019 tentang
Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di
Kabupaten Boyolali Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019
Nomor 75), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 3

(1) Stimulus diberikan untuk setiap ketetapan PBB-P2 Tahun Pajak 2020.
(2) Stimulus diberikan dalam bentuk;

a. Stimulus langsung terhadap besaran kenaikan PBB-P2 terutang yang 

dituangkan dalam SPPT yang dihitung berdasarkan prosentase jumlah 

Keluarga Pra-Sejahtera di setiap Kecamatan;

b. Stimulus kepada Wajib Pajak yang berbentuk badan hukum berupa 

pemberian potongan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari selisih 

ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2017;

c. Stimulus berupa pemberian potongan sebesar 70% (tujuh puluh 

perseratus) dari selisih ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar setelah 

mendapatkan Stimulus sebagaimana dimaksud pada huruf a dikurangi 
ketetapan PBB-P2 yang harus dibayar Tahun 2017; dan

d. Stimulus berupa pemberian potongan beijangka waktu sebesar 8% 

(delapan perseratus) dari ketetapan PBB-P2 setelah mendapatkan 

Stimulus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

(3) Besaran kenaikan PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dan huruf b merupakan selisih antara besaran PBB-P2 terutang 

Tahun 2020 dikurangi besaran PBB-P2 terutang Tahun 2017.

(4) Pemberian potongan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan setelah mendapatkan 

Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(5) Pemberian potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dikecualikan untuk pengelolaan jalan tol.

(6) Pemberian potongan sebesar 8% (delapan perseratus) sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d diberikan bagi Wajib Pajak yang membayar PBB-P2 

sampai dengan Bulan Juni tahun beijalan.

Pasal II.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal Marct 2020

BUPATI BOYOLALI,/

/
—■

^ENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal Marct 2020

■"SEI^RETARIS DAERAH 
KABWATEN BOYOLALI,

ASRURI

Bagia

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR g


